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Menurut Mukri, tidak menutup
kemungkinan tersebut akan diproses
1 oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
1 Umum (Jampidum) apabila ditemu-
E kan tindak pidana pemerasannya.
Seperti diketahui dalam laporannya
Kuasa Direktur PT Karya Dutamandiri
Sejahtera, Amiruddin Murtuza merasa
diperas oleh oleh oknum Konsultan
Pengawas bernama Hendri, mantan
Kadi PUPR kota Bengkulu dan PPK
proyek alun-alun bernama Sabirin
serta juga mengkait-kaitkan nama
walikota Bengkulu Helmi Hasan.

Namun sebaliknya, apabila dite-
mukan tindak pidana penyuapan
karena terjadi kesepakatan nominal
uangnya, maka akan diproses oleh
Jampidsus. “Kita masih telaah dahulu
laporannya, nanti langkah selanjut-
nya masih kita tunggu dulu, karena
3 perkara yang dilaporkan ini masih kita
i dalami,"'ungkapnya.

Nantinya dalam pengusutan perkara
ini, Kejagung siap untuk menurunk-
an tim ke Provinsi Bengkulu untuk
melakukan pemeriksaan ataupun
pemanggilan sejumlah orang baik
terlapor maupun pelapor. Namun
bisa juga pihaknya akan melimpahkan
perkara ini ke Kejati atau kejari Beng-
kulu untuk pengusutannya sebagai
perpanjangan tangan dari Kejagung.

“Bisa saja kita yang turun langsung

rfeaahterg selaku
alunKotaBe eng-

atau kita limpahkan ke K Ke] ati atau Ke-
jari, itu masih menunggu,” lanjutnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda
Bengkulu, AKBP Sudarno S.Sos MH
mengatakan bahwa pihaknya siap un-
tuk menerima laporan terkait dugaan
pemerasaan yang akan dilaporkan
oleh Amiruddin Murtuza selaku Kuasa
Direktur PT Karya Dutamandiri Se-
jahtera. Menurutnya semua laporan
yang masuk ke Polda Bengkulu akan
ditindaklanjuti. Ia pun menghimbau
agar saat melaporkanhal tersebut, pel-
apor diharapkan langsung membawa
sejumlah bukti-bukti terkait apa yang
dilaporkannya. Hal itu dikarenakan

Amirudin mengatakan bahwa dirinya.

‘berencana akan melaporkan dugaan
pemerasan ke Polda Bengkulu pada
hari ini. “Tentunya kami siap, semua
laporan yang masuk tentunya akan
ditindaklanjuti,” tutupnya.

Amiruddin Murtuza mengatakan
bahwa dirinya selain melaporkan ke
Jampidsus juga berniat untuk melapor-
kan dugaan pemerasaan tersebut ke
Polda Bengkulu. Dalam melaporkan
hal itu, Aniruddin juga akan langsung
membawa sejumlah bukti terkait
penyerahan uang kepada sejumah
oknum yang dilaporkannya. Menurut
informasinya, ia memegang sejumlah
bukti penyerahan uang sebesar Rp 990
juta kepada beberapa nama. Hal itulah
yang akan dibawanya saat melapor ke
Polda Bengkulu.

“Saya siap melapor ke Polda Bengku-

Kejagung Dalami Dugaan Penyuapan

Polda Tungsu Laporan Amiruddin
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1 (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr. Mukri SH, |
g MH mengatakan pihaknya masm mencialama

' laporan PT Karya Dutamanghiri
kontraktor pengerjaan proyek alu
3 kulu. Merekamasih mempelajari, apakah masuk ke
: ranah pemerasan atau masuk keranah penyuapan.

lu dan menceritakan yang sebenarnya,
saya juga akan membawa bukti-bukti,”
pungkasnya.

Sebelmnya PT Karya Dutamandiri
Sejahtera selaku kontraktor penger-
jaan proyek alun-alun Kota Bengkulu
melaporkan beberapa oknum ke Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus) Kejaksaan Agung Repub-
lik Indonesia kemarin (12/12). Laporan
itu dilayangkan karena kontraktor
merasa diperas oleh beberapa oknum
konsultan pengawas yakni H.Endri
selaku direktur utama PT Civarligma
Engineering dan Maas Syabirin Taher
selaku Kabid Cipta Karya atau Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kota Bengkulu yang menga-
tasnamakan Walikota Bengkulu dan
yang lainnya. .

Kuasa Direktur PT Karya Dutaman-
diri Sejahtera, Amiruddin Murtuza
menjelaskan bahwa pemerasan itu
bermula saat kontraktor mengaju-
kan termin 50 persen sejak 40 hari
yang lalu. Namun sampai sekarang,
pihaknya.tidak juga dibuatkan berita
acara pembayaran dengan alasan

" konsultan dan PPK proyek belum

mendapatkan sejumlah uang darisang
kontraktor.

“Kontraktor merasadiperas dan diru-
gikan oleh oknum konsultan dan PPK
dengan meugatasnamakan Walikota
dan yang lainnya, totalnya sudah Rp 2
miliaran,"ungkapnya.(cup)



